SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang:

Mengingat

KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan kegiatan

: 1.

reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kediri perlu diatur
pedoman mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban

kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kediri;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Mekanisme Pemberian dan Pertanggungjawaban Kegiatan Reses
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Kediri;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);



Menetapkan :

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011;

. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun

2007;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN RESES PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
KEDIRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipimpinnya.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.



3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

anggaran.

Pasal 2
Pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kediri

berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 3
Pelaksanaan belanja kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kediri

dilaksanakan dengan mekanisme :

a. PPTK membuat surat permintaan panjar kebutuhan dana reses yang
ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD;

b. Bendahara Pengeluaran memberikan dana kepada PPTK sesuai nominal pada

surat permintaan panjar beserta bukti pemberian panjar.

Pasal 4
Atas beban UP/GU/TU (Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang) kegiatan

reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kediri, PPTK menyiapkan bukti-bukti
pengeluaran untuk dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran
SKPD, dengan kelengkapan sebagai berikut :

a. Permintaan Panjar;

b. Bukti Pemberian Panjar;

c. Bukti Pengembalian Panjar;

d. Lampiran Bukti Pengembalian Panjar beserta pendukung per kwitansi;

e. Kantu Kendali Panjar;



f.

g.

Kartu Kendali Kegiatan; dan

Bukti Setoran Pajak.

Pasal 5

Bendahara Pengeluaran, setelah menerima pertanggungjawaban dari PPTK

melaksanakan tugas :

a.

menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dari UP/GU/TU kegiatan
tersebut pada dokumen = (Buku Pengeluaran, Buku Pembantu
Simpanan/Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar);
melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan

diserahkan ke Pengguna Anggaran (melalui PPK SKPD) untuk disahkan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 November 2017

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 21 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003




